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Mengingat : 1

WA.LIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PTRATURAN WALIKOTA BATU

rOMOR 2B TAIIUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK IIOTEL

DEI{GAI{ RAIIMAT TUHAN YANG UAIIA FSA

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-UndanB Nomor 11 ayat (6) Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Batu (l'€mbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OOl Nomor 91'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4118):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130'

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaal Negara (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan

l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangal antara Pemerintah Pusat

WALIKOTA BATU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 sampai

i"rrgutt e^"ul 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7

,ani,. ,Otn tentang Pajali Daerah maka perlu diatur

,o1," "rr^ 
pemungutal pajak hotel' perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Hotel;
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Halaman 2 dari 42 Hlm

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukal Peraturan Perundang-undangal
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negam Republik
lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undaalg Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangar (trmbaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daeral (Iembaral Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(l.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahar (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daeral yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlZ
tentang Pembinaan dan pengawasar
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaral Negam Republik Indonesia
Nomor 6041);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelola Keuangar Daerah (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan kmba-ran Negan Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah;

15. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dar Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Keuangan Daerah Kota Batu:

MEMUTUSKAIi:

Menetapkan

BAB I
XEIENTUAII t'UU

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Wa-likota Batu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yalg menjalankan hak dan
memenuhi kerrajiban wajib pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangal
perpajakan.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMIINGUTAI{ PAJAK HOTEL.
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6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajat< adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutarg oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengna tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarya kemakmuran ralq/at;

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

8. Hotel adalah adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan / peristirahat€n termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencatup
juga motel, losmen, gubuk pariu'isata, wiema
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumal kos dengan jumlah kamar
lebih dari 10 (sepuluh).

9. Pengusaha Hotel ada.lah Perorangan atau Badar
Usaha yang menyelenggarakan usaha hotel untuk
dan atas narlanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggunggannya.

10. Motel adalah penginapan yang menyewakan kamar
dilengkapi dengan tempat tidur sekaligus parkir
kendaraan.

11. l,osmen adalah penginapan yang menyewakan
kamar tarpa menyediakan fasilitas makan.

12. Gubuk Pariwisata (coXagel adalah bangunan yang
berupa pondok atau rumah kecil yang terpisah-
pisah.

13. Wisma Pariwisata adalah villa atau rumah hunian
yang biasanya berbentuk rumah milik perorangan
yang disewakan,

14. Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau
penginapan milik pemerintah.

15. Rumah Kos adalah rumah yalg menyewakart
sejumlah kamar yang dihuni para mahasiswa atau
karyawan yang keberadaannya di kawasan
perkampungan dengal keberadaannya harrs
melaporkan dulu kepada aparat desa setempat
dan pembayarannya tiap bular.

16. Rumah Penginapan lhome stayl adalah rumah yang
berisi beberapa kamar untuk disewakan dengan
hanya memiliki 1 (satu) dapur untuk dapat
dipergunakan sebagai bersama-sama oleh penyewa

kamar tersebut.
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17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

dapat dikenakan pajak.
1a. Wajib Pqjak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayaran pajak, pemotong pajal, dan
pemungut pajak yang mempunyai hak darr

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daeral.

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan walikota paling lama 3 (tiga) bulan
ka.lender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

20. Tahun Pajak ada.lah jangka waktu yalg lamanya 1

(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan ta}Iul buku yang tidak safira dengan
tal.un kalender.

21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yaig diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Paja-k dan
usaha Wajib Pajal datam melaksanakan hal< dan
kewajiban Perpajakan Daerah.

22. Pajak yang terutang adalah pajak yalg harus
dibayar pasa suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai

dengan ketentuar peraturan perundang-undalgan
perpajakan daerah.

23. Pemungutar ad,alah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek pajak dan subjek
pajak, penentuan besamya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
PajaJ< serta pengawasan penyetorannya.

24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajal< yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telai ditakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh walikota.
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25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukal besamya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekuranga-n pembayaran pokok pajak, besamya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumtah pajak yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adatah surat
ketetapan pajak yang mennetukan jumlah pokok-
pokok sama besarnya dengan jumlah krcdit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Irbih Bayar yang
selanjuntya disingkat SKPDLB adalal surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang teruang atau seha.rusnya
tidak terutang.

30. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan
kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran

administrasi dalam bidang perpajakan.
31. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar

Wajib Pajak/penanggung pajak melunasi utag pajak
dan biaya penagihan pajat dengan
menegur/memperingatkar, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksarakan
penyaderaan dan menjual barang yang telah disita.

32. Surat Tagihan Pajak Daerah -yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk metakukan
taglhan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.
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33. Penyitaan ada.lah tindal<an Juru Sita Pajak untuk
menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak, guna dUadikan jaminan untuk melunasi
utang pajak menurut peraturan perundang-
undangan

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain
dalam rangka melaksalakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajal<an daerah.

35. l,elang adalah setiap penjualan barang dimuka
umum dengan cara penawaran harga secara khusus
dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau
calon pembeli.

36. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu
Keputusan yang dapat diajukan bandhg,
berdasarkan pengaturan perundang-undangan
perpajakan.

37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pqjak atas banding terhadap Keputusan Keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

38. I(ahar lforce majeur4 adalah suatu keadaan yang
teladi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat
melaksanakan kewajiban membayar pajak
sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.

39. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota
Batu.

BAB II
SI'BJEK DAN OBJEK P'"'AX

Pasal 2

(l) Setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olah raga dan hiburan dipungut pajal< dengan nama
Pajak Hotel.
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{2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanar yang disediakan

oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa

penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya

memberikan kemudaian dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaima-na dimaksud pada ayat

(1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks,

intemet, fotokopi, pelayanan cuci, scterika,

transportasi, dan fasititas sejenis lainnya yang

disediakan atau dikelola Hotel.

(4) Termasuk dalam objek Paja} Hotel sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2) adala}t:

a. hotel;

b. motel;

c. losmen;

d. gubuk pariwisata (.nttage)i

e. wisma pariwiaata;

f. pesanggrahan;

g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 1O

(sepuluh);

h. rumah penginapar lhome stoq):, d,an

i. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

(5) Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, darr

sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau
kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama
perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti
sosial lainnya yarrg sejenis; dan

e. jasa biro peialanan atau pelalanan wisata yang

diselenggara-kan oleh Hotel yang dapat
dimarlfaathan oleh umum.
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Pasal 3

(1) Subjek Pajak Hotel adaLah orang pribadi atau Badan
yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel-

(2) Tidak termasuk subjek Pajak Hotel adalah
kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik.

(3) Wajib Pajal< Hotel adalah orang pribadi atau badan
yang mengusahakan hotel.

BAB III
TATA CARA PEITDAFTARAN

Pasal 4

(l) Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan di.i
dan/atau melaporkan usahanya kepada BKD,
dengal menggunakan formulir pendaftaran Wajib
Pajak.

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
BKD sebelum usalanya diselenggarakan.

(3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib pajak

atau Penanggung Pajak dengan cara:
a. mengambil sendiri ke BKD; dan/atau
b. mengd<ses dengan sistem daring pada situs BKD.

(4) Formulir PendaJtaran Wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditutis
dengan benar, jelas dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib pajak atau penanggung

Pajak dengan melampirkan :

a. untuk Wajib pajak perorangan dengan
melampirkan:
1) salinan identitas diri (Kartu Tanda penduduk

dal/atau Surat Keterangan Domisili dari
pejabat yang berwenang) ;

2) salinan perizinan kegiatar usaha dari Instansi
berwenang; dan

3) Pas Photo berwama ukuran 4 x 6 (empat kali
enam) sebanyak 1 (satu) lembar,
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b. untuk wajib Pajak Badan melampirkan:
l) salinar identitas diri direktur/penanggung

jawab (KTP dan/atau Surat Keterangan
Domisili dari pejabat yang berwenarg);

2) salinan akte pendirian perusahaan (untuk
Badan Usaha); dan

3) salinan perizinan kegiatan usaha dari instansi
berwenarlg.

(5) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan
bagi Wajib Pajak yang mendafta-rkan diri dan
melaporkan usahanya secara online/ d,airLg.

(6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaJtarkan diri
dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala BKD menerbitkan Surat
Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD.

(7) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
a. tindak lanjut hasil pendataan oteh BKD; dan/atau
b. inisiatif Wajib Pajak.

Pasal 5

(1) Kepala BKD mernbata-lkan Surat Pengukuhan Wajib
Pajak dan menghapuskan NPWPD, dalam hal:
a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan

permohonan pembatalan dan penghapusan
sebagai Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan
perpajakan daerah;

c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan
usahanya; dan

d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam
berita acara hasil pemeriksaan kepada yang
menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi
persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak
seauai ketentuan peraturan perpajakan daerah.

(2) Pembatalan pengukuhan Wajib pajak dan
penghapusan NPWPD sebagaimana dimalsud pada
ayat ( 1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaajr.

(3) Dalam ha1 Wajib Pajak masih memiliki utang pajak,
maka pembatalan pengukuhan Wajib paiak dan
penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitl<an oleh
Kepala BKD sampai dengan utang pajat< din!,atakan
Nihit.
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(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah

'' p"-u"y.r* dan/atau yang seharusnya dibayar

kepada Hotel'

(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar

' ' f."p.at hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut:

l. ,r-"n o1*u"raran seteLah potongan harga; dan

b. Jumlah pembelian dengan menggunakan

voucher.
(3) Setiap wajib pajak yang memberikan diskon atau

potongan harga harus mendapat persetujuan

Walikota atau pejabat yang ditunjuk'

BAB TV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 6

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut

a. Hotel bintang, Hotel melati, Motel, Losmen' dan

Gutuk Pa-riwisata sebesar loyo (sepuluh perseratus);

b. Wisma Pariw.isata dan Rumah Kos sebesal: 7'570

ftujuh koma lima Perseratus); dan

c. Pesanggrahan, Rumah Penginapan, dan penginapan

yang dikelola Badan Usaha Milik Desa sebesar 5yo

(lima perseratus).

Pasal 8

Besarnya Pajat Hotel yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan

informasi daltar harga ditempat usahanya yang

diketahui umum.
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(2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanar di
hotel wajib disertai tanda bukti pembayara-n yang
diberi nomor urut atau nomor seri dan tanggal.

(3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan berupa
porporasi manual atau porporasi elektronik kepada
BKD.

(4) Dikecualikan dari ketentuar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bagi Wajib Pajak yang
menggunakan tanda bukti pembayaran berupa
dokumen cetak dari peralatan elektronik.

(5) Tarda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga),
lemba-r pertama untuk konsumen, lembar kedua
untuk Wajib Pajak dan lembar ketiga untuk BKD.

(6) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak
Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam
bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak
Hotel.

(7) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumlan
tarif Pajak Hotel dalam bukti bansaksi yang
diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah
pembayaran telah termasuk Pajak Hotel lincfu.ding
ta.4.

BAB IV
TATA CARA PEIIUNGUTAIT DAN MASA PAJAI{

Baglan Keratu
Tata Cara Pemungutan

Pa:al 1O

(1) Pemungutan Pajak Hotel dilarang diborongkan.
{2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaal

daerah dan disetor ke Kas Daerah.

{3) Kegratan penghitungan besarnya pajak terutang,
pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan
pajak dilarang dikedasamakan dengan pihak ketiga.

(4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka
menunjang proses pemungutan pajak berupa
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penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir
perpajakan, pengiriman surat kepade Wajib Pajak

atau penghimpunan data objek dar subjek pajak.

Pasal I I

Tata cara pemungutan pajak Hotel dipungut dengan
cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (sef @ssessment

system).

Pasal 12

(1) Jenis Pajak Hotel dibayar sendiri oleh wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak Hotel membayar pajak dengan

menggunakan SPIPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB

dan/atau SKPDN.

(3) Wajib pajak Hotel yang tidak memenuhi kewajiban
membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diterbitkar Surat Teguran, Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksana-kan Penyitaan, Surat Pefanjian
Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran,
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib
Pajak.

(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Keputusan
Keberatan Pajak, Keputusan Penolakan Keberatan
Pajak, Keputusan Pembatalan Pajak, Keputusan
Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak, Keputusan
Penghapusan Piutang Pajak, Xeputusan Pembetulan

Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan Ketetapan

Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan
Ketetapan Paja*, Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan
Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak, Keputusan Pengembalian Atas
Kelebihan Pembayaran Pajak.

(5) Wali Kota mendelegasikan \rewenang penerbitan

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Teguran,

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat
Pedanjiar Penundaan Pembayaran, Surat
Pemberitahuan Pelal<sanaan Pemeriksaan dan Surat
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Bagian Kedua
Mara PaJak

Pasal 14

Masa Pajak Hotel 1 (satu) bular Kalender

Pasal 15

(1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan pajak yang terutang wajib Pajak
memenuhi kewajiban pajaknya dengan
menggunakar SPIPD.

{2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengarr
jelas, benar dan lengkap serta menandatanganinya.

(3) Jika pengisian SPIPD dikuasa.kan, harus
ditandatangani oleh kuasanya.

(4) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan cara mengambil sendiri kepada BKD, atau
mengakses secara online situs BKD.

(5) Penandatanganan SPIPD dikecualikan bag wajib
Paja-k yang mengisi secara online/d,aritg.

Pasal 16

(l) Wajib Paja,k meny'ampaikan SPIPD kepada BKD
paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelai
berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak-
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Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Paja-k,

Keputusan Pengembalian Atas Kelebihar
Pembayaran Pajak kepada Kepala BKD.

(6) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BKD
wajib menyampaikar laporan secda periodik setiap
bul,an pada awa.l bulan berikutnya kepada Wali
Kota.

BAB V
TATA CARA PENCISIAN DAlt PENYAItrPAIAN SPTPD



{2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa
rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutarr
paling sedikit memuat:
a- tangSal fansaksi;
b. nomor urut atau nomor seri bukti transaksi;
c. jumlah omzet harian; dan
d. jumlah P4ak yang seharusnya dibayar.

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPIPD jatuh
pada hari libur, maka batas wa.Ltu penyampaian
SPTPD jatuh pada hari berikutnya.

(4) Apabila SPIPD tidak disampaikan sampai dengan
batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepa]a BKD dapat
memberikan Surat Teguran.

{5) Petugas BkiD melakukan penelitian terhadap setiap
penerimaar dokumen SPIPD sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

(6) Berdasarkar hasil penelitian SPIPD sebagaimana
dimaksud pada ayat {5), maka:
a. Jika SPTPD dinyatakan lengkap dan benar, maka

SPIPD diterima kemudian kepada Wajib Pajak
diberikan Nomor Identifikasi Objek Pajak (NIOP)

atau kode pembayarani dan
b. Jika SPIPD tidak lengkap, maka SPTPD

dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(7) Dalam hal SPTPD dinyatakan lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, mal<a

dilakukan perekaman data dalam rangka
penerimaan SPIPD.

(8) SPIPD dianggap tidak disampaikan, apabila:
a. SPIPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak

atau Penarggung Pajak atau Kuasanya atau
tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3); dan

b. SPIPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan
hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b.

(9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf a, apabila penyampaian SPTPD

dilakukan secara online/daing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
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(I0)Dalam hal SPIPD dianggap tidak disampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BKD

harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib
Pajak yang menyatakan bahwa SPTPD dianggap

tidak disampaikan.
(fl)jika SPIPD tidak disarnpaikan kepada Walikota

dalam jangka waktu yaflg telah ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan

masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sarksi
administrasi berupa bunga sebesar 2olo (dua

perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
yang paling lama 24 {dua puluh empat) bulan sejak

saat terutangnya pajak;
(12)jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak

yang terutang dihitung secara jabatan dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 257o (dua puluh lima perseratus) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2%" (dua perseratus) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling Lama 24 (dua puluh empat)

butan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB \,I
TATA CARA PEIUBAYARAIT

Bagialt Ne3atu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai

waktu ya-ng ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB,

SKPDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang

ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke

Kas Daerah paling lambat I x 24 (satu kafi dua
puluh empat) jam.
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(3) Pembayaran pajal( sebagaimana dima-ksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dila.kukan sesuai dengan SPIPD

sesuai dengan NIOP atau kode pembayaran, serta

harus dilakukar sekaligus atau lunas dengan

menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

{+) Paja} terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan

STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling

lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal

d iterbitkan .

(5) Pajak terutang dalam SPTPD wajib dilunasi dalam

jangka Eaktu paling lama 15 (lima belas) hari

kalender sejak berakhimya masa pajak.

{6) Pajak terutang dalam SPIPD, SKPDKB, SKPDKBT,

dan STPD yarrg tidak atau kurang dibayar setela}
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2o/o (dua per seratus) setiap bulan

dan ditagih dengan STPD.

(7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari

libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari

keda berikutnya.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank,

baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring

dan tercatat pada rekening Kas Daerah.

(3) Wajib Pajak menerima SSPD/buldi lain yang sah

sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari

Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
(a) Selain melalui kas Daerah atau tempat lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

pembayaran pajak dapat dilakukan secara

online/ daring.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angruran dan

Penundaan Pembayaran

Pasal 19

( 1 ) Dalam keadaan kahar Kepa.la BKD atas permohonan
Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak terutang.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. peperangan;
b. kerusuhan;
c. revolusi;
d. bencana a.lam; dan
e. kebal<aran.

(3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan
pembaya-ran pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
a. Wajib Pajak yang al<an melakukan pembayalan

seca-ra angsuran maupun menunda pembayaran
pajak, mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan
disertai alasan yang jelas dar melampirkan surat
keterangan dari pihak yang berwenang, fotocopy
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD:

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a harus sudah diterima Kepala BKD paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal
jatuh tempo pembayarax yang telah ditentukar;

c. terhadap permohonan pembayaran secara
angsuran maupun penundaan pembayaran yalg
disetujui Kepala BKD, dituangkan da]am
Keputusan pembayaran secara angsural
maupun penundaan pembayaran;

d. pembayarar angsuran diberikan paling lama
untuk 12 (dua belas) kali angsuran sejak tansgal
Keputusan angsuran;

e. penundaan pembayaran dibedkan untuk paling
lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatul
tempo pembayaran yang termuat daLam SKPDKB,
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SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkaa Lain oleh
Kepala BKD;

f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah
sebagai berikut:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya

terhadap jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil

pengurangan antara besarnya sisa pajak yang
belum atau akan diangsur, dengal pokok
pajak angsuran;

3. pokok pajak angsurEul adalah hasil
pembagian antara jumlah pajak terutang
yang akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran.

4. bunga adalah hasil perkaJian antara jumlah
sisa angsuran dengan bunga sebesar 27o (dua
per seratus);

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap
bulan angsuran adalah pokok pajak
angsuran ditambah dengan bunga sebesar
2Yo (dua per seratus); dan

6. terhadap jumlah angsuran yang harus
dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar
dengan angsuran lagi, tetapi hams dilunasi
tiap bulan.

g. perhitungan untuk penundaan pembayaran

adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakar terhadap

seluruh jumlah pajak terutang yarg a-kan

ditunda, yaitu hasil perkalian artara bunga
2o/o (dua per seratus) dengan jumlah bulan
yang ditunda dikalikan dengan seluruh
jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah
seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,
ditambah dengan jumlah bunga 2olo (dua per
seratus) sebulan ;

3. penundaan pembayaraa harus dilunasi
sekaligus paling lambat pada saat jatuh
tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur; dan
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4. Wajib Pajak yang telah mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran,
tidak dapat mengajukan permohonal
penundaan pembayaran untuk surat
ketetapan pajak yang sama.

BAB vII
TATA CARA PENAGIHA}I PA.'AX

Baglan Nesatu
surat Taglhar Pajak Daerah

Pasal 20

(1) Terhadap Wajib PEak yarg belum melaksanakarr
pembaya-ran pajal< terutang dilakukan penagihan

setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilakukan dengan menggunakan STPD atau
dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Walikota dapat menerbitlan STPD jika:
a. pajak dalam tahun beialan tidak atau kurang

dibayar;
b. dari hasil penelitian SPIPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tulis dar/atau
salah hitung; dan

c. tajib Pajak dikena-kan sanksi administratif
berupa bunga daa/atau denda.

(4) Jumlah kekurarrgan pajak yang terutang dalam
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2olo (dua per seratus) setiap

bular untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat

terutargnya pajak.
(5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelal jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi adminisbatif
berupa bunga sebesar 2ol" (dua per seratus) setiap
bulan untuk jaagka *'al<tu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak saat terutangnya pajak dan ditagih melalui
STPD,
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Paral 21

(1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelal<saiaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tuJuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaj
Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain
yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

{3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagaimara dimaksud pada ayat (l)
dikeluarkan oleh pejabat yarlg ditunjuk.

(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis paling sedikit memuat:
a. narna Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
b. besarnya utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

(5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)
dapat meminta bantuan kepada instansi terkait lain.

Baglan Kedua
Penaglhan Sekettka dan Sekallgue

Pasa.l 22

(1) Penagihan pajal< dapat dilakukan seketika dan
sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2i
ayat (l) apabila:
a, Wajib Pajak atau kuasanya akan meningqalkan

Negara Repubtik Indonesia untuk selaina-
lamanya atau berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak atau kuasanya memindah tangankan
barang yang dimiliki atau dikuasai datam ralgka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekedaan yang dilakukan di
Negara Republik lndonesia;
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c. TelIiapat tanda-tanda bahwa Wajib pajak atau
kuasanya akan membubarkan badan usahanva
atau menggabungkan usalarya atau memindah
tangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk
lainnya;

d. badal usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
e. terjadi penyitaan atas barang Wajib pajak atau

kuasarya oleh pihak ketiga atau terdapat
tandatanda kepailitan.

(2) Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus
diterbitkan sebelum penerbitan Surat paksa.

(3) Pelaksanaan penagihan seketika dalt sekaligus
dila}sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Baglan Ketlga
Surat Paksa

Pasal 23

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Sppt, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Barrding yang tidak atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Pejabat dan/atau Juru Sita yang ditunjuk
menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggat Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan .

(3) Surat Paksa diterbitkan apabila:
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tida-k

melunasi utang pajak dan kepadanya telah
diterbitl<an Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lainnya yang sejenis;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pqiak tidak
melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan
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penagihan pajal<

dan/atau
seketika dan sekaligus;

c. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsur€rn atau
penundaan pembayaran pajak.

(4) Surat Paksa paling sedikit harus memuar:
a. nama Wajib pajak atau penanggung pajat;
b. dasar hukum penagihan pajak;
c- besarnya utang pajak; dan
d. perintah untuk membayar pajak.

Paeal 24

{1) Surat Paksa diberitahukan oteh Juru Sita pajak
Daerah dengan pernyataan dan penyerahan Salinan
Surat Paksa kepada Wajib pajak atau kuasanya.

(2) Pemberitaiuan Surat paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang
paling sedikit memuat:
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat paksa;
b. nama Juru Sita pajak Daerah;
c. nama yang menerima; dal
d. tempat pemberitahuan Surat paksa.

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan
oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
a. Wajib Pajal< atau kuasanya di tempat tinggal, di

tempat usaha, atau di tempat lain yang
memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama
ataupun yang beke{a di tempat usaha
kuasanya, apabila kuasanya yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. salah seorarg ahli waris atau pelaksana wasiat
atau yang mengurus harta peninggalannya,
apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan
harta warisan belum dibagi; dan

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telal
meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badar diberitahukan oleh
Juru Sita Pajak DaeraI kepada:
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a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal, baik di
tempat kedudukar badan yang bersangkutan,
ditempat tinggal mereka, maupun di tempat lain
yang memungkinkan; dan

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat
usaha badan yang bersangkutan, apabila Juru
Sita Pajak Daerah tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagairnana dimaksud pada huruf a.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat
Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hal<im

Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalarn
hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam
likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang
atau Badan yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator.

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seora.ng kuasa

dengan surat kuasa khusus untuk menjalarkan hak
dan kewajibaaa perpajakan, Sumt Paksa dapat

diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
(7) Apabila Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat
dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan metalui
Pemerintah Daerah setempat.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak
diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau
tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa

dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat

Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat

yang menerbitlannya, mengumumlan melalui

media massa, atau cara lain yarg ditetapkan oleh

Walikota.
(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar

wilayah keda pejabat, pejabat dimaksud meminta

bantuan kepada pejabat yanB wilayah kerjanya

meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa kecuali

ditetapkan lain oleh walikota.
(1o)Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) r,r'ajib membantu dan

memberitahukan tindakal yarlg telah dilaksanakan

kepada pejabat yang meminta bantuan'
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(ll)Dalaln hal Wajib pqiak atau kuasanya atau pihak_
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
{4) menolak untuk menerima Surat paksa, Juru
Sita Pajak Daerah meninggalkan Surat paksa
dimaksud dan mencatatnya datarn Berita Acara
bahwa kuasanya tidak mau menerima Surat paksa.
dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

(l2)Pengajuan keberatan oleh Wajib pajak atau
kuasalya tidak mengakibatkan penundaaan
pelaksanaal Surat Paksa.

Pasal 25

(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat
Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.

(2) Penagihan pajak dengan Surat paksa dilaLsanakan
berdasarkan ketentuair peraturan perundang-
undangan.

Baglar Xeempat
Penyltaan

Pasal 26

(1) Apabila utarg pajak tidak dilunasi Wajib paiak atau
kuasanya da1arn jangka waktu sebagaimala
dimaksud da-lam Pasal 25, pejatrat menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita pajak Daerah
dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orarg yang
dewasa, penduduk atau Warga Negara Indonesia
yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat
dipercaya.

(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak
Daera-h membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita
yang ditandatangani oleh Jula Sita Pajak Daerah,
Wajib Pajak atau kuasanya, dan saksi-saksi.
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(4) Iata cara
Sita pajak

penunjukan dan tugas-tugas Juru
Daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang_undangan

Paeal 27

(1) Penyitaan dilal{sa-nakan terhadap barang milik
Wajib Pajak atau kuasanya yarrg berada di tempat
tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan.
atau di rempat lain termasuk yaJrg penguasaannva
berada di hngan pihak lain atau yang d{jaminkan
sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat
berupa:
a. barang bergeral< termasuk mobil, perhiasan,

uang tunai, dan deposito be{angka, tabungal,
saldo rekening korar, giro atau bentuk lainnya
yang dipersarnakan dengan itu, obligasi saham,
atau surat berharga lainnya, piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaal lain; dan

b. barang tidak bergerak termasuk tanah,
bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

(2) Penyitaan terhadap Wajib pajak atau kuasanya
dapat dilaksanakan terhadap barang milik
perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di
tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat
tinggal mereka maupun di tempat lain.

(3) Penyitaan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
dilaksanakan sampai dengal nilai barang yang
disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita pajak
Daerah untuk melunasi utarg pajak dan biaya
penagihan pajak.

(4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatlan
penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 28

Penyitaan tarnbalan dapat dilaksanakan apabila:
a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 nilainya tidal< cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
dan
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b. hasil lelang barang yang telal disita tidak cukup
untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang
pajak.

Pasal 29

(1) Setelah dilalukan Penyita-an dan Wajib Pajak belum
juga melunasi utang paja-knya, setelah lewat 10

(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penftaan, Pejabat yang

ditunjuk mengajukan permintaan penetapan

tanggal pelelangan kepada Kantor [.€lang Negara.

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito

bedangka, tabungan, saldo rekening koran, giro

atau bentuk lainnya yang dipersamalal dengan itu,
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya,
piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan
lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Barang yang disita sebagaimara dimaksud pada

ayat (2) digunakan untuk membayar biaya
penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

a. uang tunai disetor ke Kaa Umum Daerah atau
tempat lain yang ditunj uki

b. deposito bedangka, tabungan, saldo rekening
koran, g1m atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke

rekening Perangkat Daerah atau bank atau
tempat lain yang ditunjuk atas permintaan
pejabat kepada bank yang bersangkutan;

c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya
yang dip€rdagangkan di bursa efek dijual di
bursa efek atas permintaan pejabat;

d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya
yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera

dijual oleh Pejabat LelanS;

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan
tentarg pengalihan hak menagih dari Wajib
Pajak atau penanggung pengalihan hak menjual

Bagian Kellma
Pelelengan
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dari Wajib Pqjak atau kuasanya kepada pejabat
klang; dan

f. penyertaan modal pada perusahaan lain
dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak
menjual dari Wajib pajak atau kuasanya kepada
Pejabat Ielang.

(4) Penyitaan terhadap Wajib pajak atau kuasanya
dapat dilalsanakal terhadap barang milik
perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di
tempat kedudukan yarrg bersangkutan, di tempat
tinggal mereka maupun di tempat lain.

(5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakal sampai dengan nilai barang yang
disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita pajak
Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

(6) Pengajuan keberatan tidak mengakibatlan
penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 30

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari
setelah pengumuman lelang mela]ui media massa.

[2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat
belas) hari setelah penyitaan.

(3) Pengumumai letang untuk barang bergerak
dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak
bergera-k dilakukan 2 (dua) kali.

(4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai
paling banyak Rp200.0O0.O0O,00 (dua ratus juta
rupiah) tidak harus diumumkan melalui media
massa.

Pasal 31

(1) Setelah Kantor I-elang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.
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(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun
keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak atau
kuasanya belum memperoleh keputusan keberatan.

(3) Lelarlg tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri
Wajib Pajak dan/atau kuasanya.

(4) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib pajak atau
kuasanya telai melunasi uta-ng pajak dar biaya
penagihan pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau
objek lelang musnah.

BAB VIII
KEDALI'SARSA PEI{AGITIAN

Pasal 32

{1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah metampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apat ila: a.
a. diterbit&annya Surat Teguran dan Surat paksa;

dan
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik

langsung maupun tida-k lalgsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejal tang,<at Surat
Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara largsung
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajat dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak laagsung
sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) huruf b,
dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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BAB DK

XEBERATAIT DAIT BANDIITG

Baglan X6satu Kebetatan

Pasal 33

(1) Wajib Pajak dapat mengqjukan keberatan hanva
kepada Watikota atau pejabat yang dirunjuk a;s
suatu:
a. SPPT;

b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f. SKPDN; dan
g. Pemotongan atau pemungutar oleh pihat< ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundaJlg_
undangan perpajakan daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang
jelas.

(3) Permohonan keberatan harus diajukan dalam
jangka waktu pal.ing lama 3 (dga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabita Wajib
Pajak dapat menunjukkar bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaalnya-

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak.

(5i Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak dialggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan-

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan
oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk atau
tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat
Keberatan.

(7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
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Pasal 34

Baglan Xedua
Bardlng

Pasal 35

{1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinan Surat Keputusar Keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar pqlak sampai dengan 1 (satu)

bulan sejak tanggal penerbitan Putusarl Banding.

Pasal 36

(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan
banding dikabulkan sebagian atau seluruhnl,,a,
kelebihar pembayaran paja-I. dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2yo (dua per

Halaman 3l dari 42 Hlm

(1) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam
jalgka waktu paling lama 12 (dua belas) bula-n sejal<

tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diterima, harus
memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagiar, menol,a}, ataumenanbah
besamya pajat ya-ng terutang.

(3) Apabila setelah lewat wal,.tu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Walikota dan/atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.



seratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajal ditolak atau

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 5O7o {lima puluh
perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar

5O"/" (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 1009'0 (seratus
perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayarar pajak yang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
PEI{GEUBALIAN I(ELEBIIIA.IT PEMBAYARAIT PA'AX

Pasal 37

(1) Atas kelebihan pembayara-n pajak, Wajib Pajak

dapat mengajukan permohonan pengembalian

kepada walikota.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani
dengan paling sedikit memuat:
a. bukti SSPD;

b. bukti SPTPDI

c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar
pembayaran pajah dan

d. perhitungan pembayaran pajak menurut wajib
Pajak.

(3) Terhadap permohonar pengembalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan
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pemeriksaar kepada Wajib Pajak untuk meogetahui
kebenaran atas permohonan tersebut.

{4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihal pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (i), harus
memberikan keputusan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah dilampaui dan Walikota tidal<

memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkarr
untuk melunaei terlebih dahulu utang pajak
tersebut-

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejat
diterbitkannya SKPDLB.

(8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajal(

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota
memberikan imbalal bunga sebesar 2olo (dua per

seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaral
kelebihan pembayaran pajak.

BAB XT

PEMBETULAIT, PEMBATALIIN, PEITGURANGAIT

I(ETETA.PAN, DAN PEI{GIIAPUSAIT ATAU
PENGT'RAITGAII SAITKSI ADIIIUTISTRATIF

Pasal 38

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPI,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tutis dan/atau kesalahan hitung
d.z.I]/ at,]) kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perpajakan daerah.

Halaman 33 da-ri .12 Him



(2) Pembetulan SKPD, SI(PDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diajukan dalam jargka waktu paling

lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud,
kecuali jika wajib pajal< dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidal{ dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Walikota ka-rena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat:
a. mengurangkar atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundangundangan perpaja.kan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau
SKPDKBT atau STPD yarlg dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruar dalam penerapan peratura-n

perundang- undangan perpajakan daerah;

c. mengurangkan atau membatalkan SPPI, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN AI U SKPDLB
yang tidak benar;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu
objek pajak;

f. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga;

g. mengurangkan atau membatalkan ketetapan
pajak terutang dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(4) Permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau

pengurangan sanlsi administrasi atas SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara

tertutis oleh wajib Pajak kepada Walikota atau
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Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan a.lasan

yang jelas.

(5) walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling

lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,

sudah harus memberikan keputusaar.

(6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota

dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikart

keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan, dar penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap

dikabulkan.

BAB XII
PEMBI'KUAIT, PEMERIKSAA]T, DAN PEITGAWASAIT

Baglaa Nesatu
Psmbukuan

Pasal 39

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet

paling sedikit Rp30o.0oo.ooo,o0 (tiga ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggaralan
pembukuan atau pencatatan yang dapat menyajikan

keterangan yang cukup untuk menghitung harga
perolehan yang digunakan sebagai dasar
penghitungan pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet

kurang dari Rp30O.O00.O0O,00 {tiga ratus juta

rupiah) dalam I (satu) tahun dibebaskan da-ri

kewajiban pembukuan, akan tetapi wajib

menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan

bruto seca-ra teratur yang menjadi dasar untuk
penghitungan pajak.
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Pasal 40

(1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat {1) darl ayat (2) harus
diselenggaratan dengan memperhatikan itikad taik
dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenarnya.

(2) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan
mengenai pendapatan dan total pendapatan,

sehingga dapat dihitung besa-rnya pajak terutang.
(3) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dar dokumen

lain termaauk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau

secara prograln aplikasi online wajib disimpan

selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau

tempat tinggal Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 41

(1) Walikota berwenang melakuka-n pemeri|saan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan

peratural perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku

atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya

dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki

tempat atau ruangan yang dianggap perlu dar}

memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
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Pasal 42

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 4l
dalam bentuk:
a. pemeriksaan lengkap; dan
b. pemeriksaan sederhana.

{2) Pemeriksaan lengkap sebagimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan di tempat domisili atau
lokasi usaha Wajib Pajak meliputi seluruh jenis
pajal< untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-
tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan
menerapkan teknis pemeriksaan yang pada

umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimal<sud

pada ayat {l) huruf b dapat dilakukan:
a. di lapalgan untuk tahun pajak bel]alan atau

tahun-tahun pajak sebelumnya dengan

menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot
yang sederhana; dan

b. di kantor Badan Keuangan Daerah.

Pa3al 43

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

dilal<ukan dengan berpedoman kepada norma
pemeriksaal yang memuat batasar terhadap
pemeriksa, pemeriksaan, dan wajib Pajak.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.

(3) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi,

dan keterangan lain sebagaimana dimalsud pada

ayat (2) wajib dipenuhi Wajib Paiak paling lama 'l

(satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

(4) Dalam hal Wajib Pqjak yang melal<ukan usaha tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya
pajak terutang, maka pajaknya dapat dihitung
secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.
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(3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidal<
atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak
dilakukar pembahasan akhir pemeriksaan.

(4) Hasit pembahasan akhir pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan
berita acara yang ditaldatangani oleh petugas
pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dima.ksud
pada ayat (4) dan laporan pemeriksaal sebagainana
dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPD atau
SKPDKB atau SKPDN atau STPD.

Pasal 44

(1) Wafikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan penyegelan tempat atau ruangan
tertentu apabila:
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimakaud dalam Pasal 43 ayat {2);
b. Wajitr Pajak mempersulit dan/atau melakukan

tindakan yang menghalang-halangi kelancaran
pemeriksaan; dan

c. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan,
pencatatan, atau dokumen lain yang patut
diduga tidak benar, palsu, atau dipalsukan.

(2) Walikota dan/atau pejatrat yang ditunjuk dapat
menentukan tempat pemeriksaan di luar tempat
Wajib Pajak apatlila:
a. wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan

tindakan yang menghalang-halangr kelancaran
pemeriksaan; dan

b. Karena pertimbargal teknis pemeriksa,
pemeriksaan tidak dapat dilalukan di tempat
wajib Pajak.

Baglar Ketlga
Pengawaaan

(1) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menetapkan dan menempatkari personil dan/atau
peralata.rt manual maupun program aplikasi online
pada objek pajak tertentu.
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(2) Penempatan personil dan/atau peralatan
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) adalah
pengawasan dalam rangka penataan dar pendataan
potensi Wajib Pajak secara nyata.

(3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak
dalam tenggang waktu yang cukup.

(4) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol
setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib
dipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana
mestinya.

(5) Dalam hal te{adi kerusakar dan/atau hilangnya
peralatan menjadi targgung jawab Wajib Pajak.

(6) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan
on)ine sgstem, akan dikenakan sanksi di bidang
perpajakan berupa:
a. dilakukan pemeriksaan setiap bulal dan

dilenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang undangan di bidang perpajakan; dan

b. dilakukan pengawasan rutin seca-ra bulanan atas
data transaksi usaha Wajib Pajak.

BAB XIII
PENGHAPUSAII PIUTANG PAJAK

Pasal 46

(l) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi

karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kedaluwa-rsa dapat penghapusan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh walikota berdasarkan
permohonan penghapusan piutang pajak dari
Kepala Pera.ngkat Daerah.

(3) Permohonan penghapusal piutang pqjak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang

memuat:
a. narna dar alamat wajib pajak atau penanggung

pajal;
b- jumlah piutang pajak;
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c. tahun pajak; dan

d. jenis pajak.

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wa.likota dapat

menetapkan penghapusan piutang pajak sampai

dengan Rp5.OO0.OO0.O0O,O0 (lima milyar rupiah)

sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas

RPS.OOO.OOO.00O,0O (lima milyar rupiah) ditetapkan

oleh walikota setelah mendapat pers€tujuan DPRD.

Palal 47

(l ) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi

akan tetapi belum kedaluarsa, dimasukkan ke

datam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak
meninggalkan harta kekayaan/warisan yang

dibuktikan dengan surat keterangan kematian

dari Kepala Desa/Lurah darl laporan hasil
pemeriksaar petugas dari Perargkat Daerah;

b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan

lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil
pemeriksaan petugas dari Perangkat Daerah yang

menyatakan bahwa wajib pajak memang tidak
mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan

hrtusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap dan dari hasil penjualan hartanya

tidak mencukupi untuk melunasi hutang
pajaknya;

d. Wajib paja.k yang tidak ditemukan

keberadaannya; dan

e. Terhadap piutang pajak yang dicadangkan

sebagai piutang pajak yang akan dihapuska.n

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan lagi tindakan penagihan.
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(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan
ayat (2), wajib dilakukar penelitian setempat atau
penelitian administrasi oleh Kepala BKD, dan
hasilnya dituangkar dalam laporan hasil penelitian.

(2) taporan hasil penelitian sebagaimana dima.ksud
pada ayat (1) harus menguraikan keadaan wajib
Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai
dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak
yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk
dihapuskan oleh Kepala BKD.

Pasal 49

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud datam Pasal 48 ayat (2), Kepala BKD
menyusun daftar usulan penghapusan piutang
pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Walikota dengan menyampaikan daltar
usulan penghapusan piutang pajak yang telail
dilakukan penelitian kepada Walikota.

(3) Dafta-r usul penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pafing sedikit
memuat:
a. Nomor Objek Pajal< (NOP):

b. nama dan alamat Wajib Pajak:
c. alamat objek pajak;
d. jumlah piutang;
e. tahun pajak; dan
f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 5O

(l) Berdasarkan usul,an penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayar {2),
Watikota menerbitkan Keputusan mengenai
penghapusan piutang pajal<.
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{2) Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai
penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala BKD melakukan:
a. penetapan mengenai rincian atas besamya

penghapusan piutang pajak; dan
b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak

tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 5l

Mekanisme penghapusan piutang pajak eebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAA XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin-ya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 1o Mac!-t 2o2o

BATU,

DEWANTI RUMPOI(O
Diundangkan di Batu
pada tanggal 20 Ma(}t 2O2O

SEI(RETARIS DAERAH XOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI
BERITA DAERAH KorA BATU TAHUN 2o2o NoMoR 28 /g
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